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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur  kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 

2026 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Sekretariat DPRD) Kabupaten Gresik adalah dokumen 

perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun dengan 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dan merupakan dasar evaluasi 

dan laporan pelaksanaan atas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun  serta menjadi bahan materi penyusunan Rencan Kerja 

Tahunan (RKT). 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 

2021 - 2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan 

fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran stategis 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik  dalam kurun waktu 2016 

sampai dengan 2021 dalam rangka meningkatnya dukungan 

Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya. 

Dengan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dapat meningkatkan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan 

berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) 

merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Gresik Tahun 2021-2026  sesuai dengan tugas dan fungsinya 

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan 

akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

setiap tahun. 

 

1.2.  Landasan Hukum 

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai 

landasan penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2026, antara lain 

meliputi : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
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keduakalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 

2015, khususnya pasal 272 ayat (2) bahwa Rencana 

strategis Perangkat Daerah memuat  tujuan,  sasaran,  

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 

Perangkat Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang  Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten Gresik; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2005 – 2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 

Tahun 2010-2030; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; 

19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik.  

1.3.  Maksud dan Tujuan 

 Maksud 

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ini 

dimaksudkan sebagai  pedoman dan alat kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 serta sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi 

program/ kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik dalam menyusun program 

kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. 

Penyusunan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 2021 - 2026 juga 

dimaksudkan agar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan 

lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global 

sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga 
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mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan 

kinerja profesionalnya. 

Secara umum maksud dari disusunnya Rencana 

Strategis Sekretarat Dewan Perwakilan Rakyat daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, 

permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta 

mendukung kebijakan DPRD Kabupaten Gresik dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 

2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 

2021 – 2026 ke dalam rencana instansional; 

3. Menjabarkan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 

– 2026 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun 

rencana kerja tahunan; 

4. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan 

evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang 

menjadi landasan penyusunan program, kegiatan dan 

sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun 

mendatang; 

5. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah sebagai acuan rencana kerja atau rencana 

kinerja tahunan; 

6. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, 

penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, 

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, 

peningkatan  komunikasi vertikal dan horizontal, 

peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas 

penggunaan sumber daya organisasi. 

 Tujuan 

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan 

semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam 

rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan 

dukungan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten Gresik serta kepada Masyarakat berdasarkan 

prinsip pemerintahan yang baik “Good Governance“ dan 

pemerintahan yang bersih “Clean Government” sebagaimana 

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 antara lain 

sebagai berikut : 

1. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang 

merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Gresik; 

2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja 

pembangunan; 

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan 

skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan; 

4. Tersusunnya program-program pembangunan pada 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten 

Gresik; 

5. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan 

penjabaran dari rencana Strategis sesuai dengan bidang 

kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik; 

6. Tersusunnya kegiatan – kegiatan dan alokasi pembiayaan 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan dan penulisan Renstra 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik  

Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang; 

1.2.  Landasan Hukum; 

1.3.  Maksud dan Tujuan ; 

1.4.  Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah ; 
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2.2.   Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah ; 

2.3.   Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah; 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. 

BAB III  : ISU – ISU  STRATEGIS  BERDASARKAN   TUGAS   DAN 

FUNGSI 

3.1.  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan    

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah;  

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 

3.3.  Penentuan Isu – Isu Strategis. 

BAB IV  : TUJUAN  DAN  SASARAN,  STRATEGI  DAN 

KEBIJAKAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran OPD; 

4.2 Strategi dan Kebijakan. 

BAB V  : RENCANA  PROGRAM   DAN   KEGIATAN,   INDIKATOR  

   KINERJA,  KELOMPOK  SASARAN,  DAN  PENDANAAN  

   INDIKATIF 

5.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

5.2 Indikator     Kinerja,     Kelompok     Sasaran     

dan Pendanaan Indikatif. 

BAB VI : INDIKATOR KINERJA ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

BAB VII : PENUTUP 

   7.1 Kaidah Pelaksanaan; 

   7.2 Kaidah Pembiayaan. 

 

OPD YANG MENGACU PADA  

        TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Untuk mengimplementasikan amanat UU Nomor 32 

Tahun 2004 telah dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016  tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sedangkan 

mengenai tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik. 

Sesuai dengan Peraturan tersebut Sekretariat DPRD 

merupakan unsur penunjang dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan hak dan fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD 

mempunyai fungsi : 

a. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kesekretariatan DPRD; 

b. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi 

keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD 

d. Fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi; 

dan 

e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD. 

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD 

yang secara teknis operasional berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara 
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administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

1. Sekretaris DPRD; 

2. Bagian Umum, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan 

b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 

3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran; dan 

b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan. 

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan; 

b) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 

c) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi. 

5. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi, terdiri dari : 

a) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan 

b) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional (Tenaga Ahli). 

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

sesuai lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 

2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik dapat dilihat lebih lanjut pada diagram 

(organization chart) berikut ini : 



Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 

 

       II - 3

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN TATA 
USAHA & 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN 
PERLENGKAPAN & 
RUMAH TANGGA

BAGIAN PROGRAM & 
KEUANGAN

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN & 
PENGANGGARAN

SUB BAGIAN 
PERBENDAHARAAN & 

PELAPORAN

BAGIAN PERSIDANGAN 
& PERUNDANG-

UNDANGAN

SUB BAGIAN KAJIAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN

SUB BAGIAN 
PERSIDANGAN & 

RISALAH

SUB BAGIAN HUMAS, 
PROTOKOL & 

PUBLIKASI

BAGIAN FASILITASI, 
KERJASAMA & 

ASPIRASI

SUB BAGIAN FASILITASI 
PENGANGGARAN & 

PENGAWASAN

SUB BAGIAN 
KERJASAMA & 

ASPIRASI

Kelompok Jabatan 
Fungsional/Tenaga Ahli
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Sebagaimana gambaran struktur organisasi (Organization 

Chart) Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Gresik di atas, bahwa unit dan sub unit organisasi 

memiliki tugas antara lain ; 

A. Bagian Umum  

Yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengoordinasian layanan administrasi umum dan kepegawaian, 

perlengkapan dan rumah tangga kesekretariatan DPRD dan 

keanggotaan DPRD.  Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan 

perencanaan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga sekretariat 

DPRD dan administrasi keanggotaan DPRD;   

b. Pelaksanaan koordniasi dan pengoordinasian pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian, sarana dan 

prasarana perlengkapan dan rumah tangga;   

c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan 

kesehatan dan pakaian dinas kesekretariatan dan anggota 

DPRD; 

d. Penyelenggaraan pengelolaan Aset yang menjadi 

tanggungjawab Sekretariat DPRD; 

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; 

dan  

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Umum terdiri dari : 

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, yang 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Tata 

Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD; 
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b. Menyusun rancangan tata kelola administrasi umum, 

surat menyurat dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan 

keanggotaan DPRD; 

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi tertib 

penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, 

kearsipan dan kepegawaian Sekretariat DPRD dan 

keanggotaan DPRD; 

d. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; 

e. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya 

aparatur, akselerasi dan check up kesehatan pimpinan 

dan anggota DPRD; 

f. Menyusun rancangan pedoman, petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan  penyelenggaraan dukungan 

administrasi umum, surat menyurat dan kepegawaian; 

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat 

dan kepegawaian; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, yang    

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Perlengkapan dan Rumah Tangga; 

b. Menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor dan rumah dinas pimpinan; 

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan rumah 

dinas pimpinan; 

d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor dan rumah dinas pimpinan sesuai 

dengan ketentuan; 

e. Melaksanakan tertib administrasi barang inventaris 

kantor; 
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f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan  kegiatan 

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.  

 

B. Bagian Program dan Keuangan  

Yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengoordinasian dalam mendukung DPRD di bidang 

pengelolaan administrasi perencanaan program dan 

penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan program, 

anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan laporan 

pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta laporan 

kinerja dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, 

Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi dan pengoordinasian penyusunan 

program, anggaran, perbendaharaan dan pelaporan 

keuangan; 

b. Pelaksanaan pengoordinasian kebijakan dibidang program, 

Anggaran, Perbendaharaan dan pelaporan keuangan; 

c. Pelaksanaan pengendalian penatausahaan keuangan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi evaluasi kinerja 

program, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan 

keuangan; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Program dan Keuangan terdiri dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, yang 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Perencanaan dan Penganggaran; 

b. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan 

penganggaran; 
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c. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, 

Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan 

Kinerja; 

d. Menganalisis perencanaan dan penganggaran prioritas 

berdasarkan indikator kinerja; 

e. Menghimpun dan menyelaraskan RKA dan DPA baik 

murni maupun perubahannya; 

f. Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi laporan 

kinerja dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

perencanaan dan penganggaran; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaporan, yang 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Perbendaharaan dan Pelaporan; 

b. Melaksanakan verifikasi bukti pengeluaran keuangan; 

c. Melaksanakan penatauasahaan keuangan; 

d. Melaksanakan tertib pengadministrasian dan pembukan 

keuangan; 

e. Menyesuaikan fungsi perbendaharaan dengan bukti 

transaksi keuangan dan mencocokkan dengan kode 

rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; 

f. Mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan 

pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM 

UP/GU/TU/LS; 

g. Melaksanakan analisis laporan keuangan, dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Program dan Keuangan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan  

Yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengoordinasian fasilitasi tugas DPRD dalam pelaksanaan 

persidangan dan pembentukan perundang-undangan. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Persidangan dan 

Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengoordinasian pelaksanaan persidangan, penyiapan draft 

Peraturan Daerah inisiatif DPRD, penyusunan risalah rapat 

alat kelengkapan DPRD dan mengkaji rumusan rapat; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan persidangan, persiapan draft 

Peraturan Daerah inisiatif, penyusunan risalah rapat dan 

mengkaji rumusan rapat; 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis 

kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 

d. Pelaksanaan pelayanan penyediaan bahan dan 

penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari : 

1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan yang mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Kajian Perundang-Undangan; 

b. Melaksanakan kajian perundang-undangan; 

c. Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik; 

d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan 

perundang-undangan; 

e. Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan analisis 

kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; 

f. membuat konsep bahan penyiapan draft Peraturan 

Daerah inisiatif DPRD; 
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g. Merancang bahan pembahasan draft/revieu Peraturan 

Daerah; 

h. Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM); 

i. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan kajian perundang-undangan dan 

perpustakaan; dan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah yang mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Persidangan dan Risalah; 

b. Merencanakan program dan sinkronisasi jadwal rencana 

kerja dan persidangan DPRD; 

c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan 

persidangan DPRD; 

d. Melaksanakan pelayanan penyelenggaraan persidangan; 

e. Melakukan penyusunan risalah, notulen dan catatan  

persidangan dan mengkaji rumusan hasil persidangan; 

f. Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) 

sesuai dengan hasil persidangan; 

g. Melaksanakan penyediaan bahan dan fasilitasi 

penyelenggaraan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD; 

h. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan risalah, 

notulen dan catatan hasil persidangan; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi yang 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Humas, Protokol dan Publikasi; 
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b. Melaksanakan koordinasi rencana jadwal kegiatan 

kehumasan, protokol dan publikasi; 

c. Melaksanakan penyebarluasan informasi dan publikasi 

serta memberikan dukungan layanan keprotokolan 

pimpinan dan anggota DPRD; 

d. Menyiapkan bahan penyampaian informasi kepada 

masyarakat dan penyiapan bahan pustaka DPRD; 

e. Meningkatkan hubungan kemitraan antara anggota 

DPRD, pelaku media dan sekretariat DPRD; 

f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi, 

publikasi dan dokumentasi kegiatan serta keprotokolan 

pimpinan dan anggota DPRD; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

D. Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi  

Yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 

fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Fasilitasi, Kerjasama 

dan Aspirasi  menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan 

pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan; 

b. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan Pembahasan 

APBD/APBDP; 

c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

d. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

laporan semester pertama dan prognosis enam bulan 

berikutnya; 

e. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah; 

f. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; 
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g. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan aspirasi 

masyarakat; 

h. Pelaksanaan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi 

rumusan rapat dalam rangka pengawasan, kerjasama dan 

menampung aspirasi masyarakat; 

i. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan 

penegakan kode etik DPRD; 

j. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan dukungan 

pengawasan penggunaan anggaran; 

k. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; 

l. Pelaksanaan fasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan 

pokok-pokok pikiran DPRD; dan 

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris 

DPRD sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi terdiri dari : 

1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, 

yang mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

fasilitasi, penganggaran dan pengawasan;  

b. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi 

dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA 

PPAS Perubahan; 

c. Melaksanakan fasilitasi, dan mengoordinasikan 

Pembahasan APBD/APBDP; 

d. Melaksanakan fasilitasi, dan mengoordinasikan 

pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dan pembahasan laporan keterangan 

pertangungjawaban Kepala Daerah; 

e. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan 

berikutnya; 

f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan 

terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; 
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g. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi 

rumusan rapat dalam rangka pengawasan dan 

pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; 

h. Memfasilitasi dan mengoordinasikan dukungan 

pengawasan penggunaan anggaran; 

i. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pengawasan 

pelaksanaan kebijakan; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi sesuai dengan 

bidang tugas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan 

Pengawasan. 

 

2. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi yang mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian 

Kerjasama dan Aspirasi; 

b. Melaksanakan fasilitasi reses DPRD; 

c. Merencanakan kegiatan hearing/rapat dengar pendapat 

dengan pejabat pemerintah dan masyarakat; 

d. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi; 

e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan pokok-

pokok pikiran DPRD; 

f. Melaksanakan kerjasama peningkatan kapasitas 

Pimpinan dan Anggota DPRD; 

g. Melaksanakan fasilitasi study komparasi DPRD; 

h. Mengoordinasikan agenda rapat dan kunjungan kerja 

DPRD; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Bagian Fasilitasi, Kerjasama dan Aspirasi sesuai 

dengan bidang tugas Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi. 

 

E. Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli  

yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 

keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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Kelompok jabatan fungsional/tenaga ahli terdiri dari sejumlah 

tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang 

dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan 

keahliannya. Setiap jabatan fungsional/tenaga ahli 

dikoordinasikan oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk. 

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan. 

 

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah 

Sumber Daya yang dimiliki Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Gresik adalah segala kekuatan dan 

kemampuan pendukung pelaksanaan program-program 

pemerintah daerah 5 tahun kedepan. 

Secara operasional, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Gresik didukung Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebanyak 38  (tiga puluh delapan) orang dengan kriteria yang 

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang berstatus 

sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 39 (tiga puluh 

sembilan) orang. Secara rinci data aparatur / pegawai Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan 

pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020 
 

No 
Uraian Pendidikan 

Jumlah 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2 

1. Juru Muda (I/a) - - - - - - - 

 
Juru Muda Tingkat I 
(I/b) 

- - - - - - - 

 Juru (I/c) - - - - - - - 

 Juru Tingkat I (I/d) - - - - - - - 

2. Pengatur Muda (II/a) - - 1 - - - 1 

 
Pengatur Muda 
Tingkat I (II/b) 

- 1 - - - - 1 

 Pengatur (II/c)  - - 1 - - - 1 

 
Pengatur Tingkat I 
(II/d)  

- - 7 - - - 7 
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No 
Uraian Pendidikan 

Jumlah 
Pangkat/ Golongan SD SMP SMA D3 S1 S2 

3. Penata Muda (III/a) - - - - 11 - 11 

 
Penata Muda 
Tingkat I (III/b) 

- - - - - - - 

 Penata (III/c) - - - - 3 - 3 

 
Penata Tingkat I 
(III/d) 

- - 1 - 4 - 6 

4. Pembina (IV/a) - - - - - 1 1 

 
Pembina Tingkat I 
(IV/b) 

- - - - - 4 4 

 
Pembina Utama 
Muda (IV/c) 

- - - - - 1 1 

 
Pembina Utama 
Madya (IV/d) 

- - - - - - - 

 
Pembina Utama 
(IV/e) 

- - - - - - - 

 JUMLAH - 1 10  18 6 36 

 

Bila ditinjau dari jumlah pegawai yang ada memang kurang 

ideal tetapi dengan kemampuan yang ada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik senantiasa berupaya 

memaksimalkan peranan pegawai sesuai tugas dan fungsi yang 

ada. Hal ini dapat dilihat pada table peta jabatan berikut ini : 

 

Tabel 2.2 

Proyeksi Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik Berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2020 

 

No Nama Jabatan Kelas 
Pemang

ku 
Kebutu

han 
Lebih/
Kurang 

1 SEKRETARIS DPRD 14 1 1 0 

2 KEPALA BAGIAN UMUM 11 1 1 0 

3 
KASUBBAG TATA USAHA 
DAN KEPEGAWAIAN  

8 1 1 0 

4 Pranata Kearsipan 6 2 2 0 

5 Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1 

6 
Pengadministrasi 
Kepegawaian 

5 0 1 -1 

7 Pengadministrasi Persuratan 5 0 1 -1 

8 
KASUBBAG 
PERLENGKAPAN DAN 
RUMAH TANGGA 

9 1 1 0 

9 
Penyusun Rencana 
Kebutuhan Rumah Tangga 
dan Perlengkapan 

7 1 1 0 
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No Nama Jabatan Kelas 
Pemang

ku 
Kebutu

han 
Lebih/
Kurang 

10 Pranata Barang dan Jasa 6 0 1 -1 

11 
Pengelola Penataan Sarana 
dan Prasarana 

6 0 1 -1 

12 Pengelola Kendaraan 6 1 1 0 

13 Pengemudi 5 2 2 0 

14 
KEPALA BAGIAN 
PROGRAM DAN KEUANGAN 

11 1 1 0 

15 
KASUBBAG PERENCANAAN 
DAN PENGANGGARAN 

9 1 1 0 

16 
Penyusun Program Anggaran 
dan Pelaporan 

7 2 2 0 

17 
Pengevaluasi Program dan 
Kinerja 

7 0 1 -1 

18 Analis Sistim Informasi 7 1 1 0 

19 
Pengadministrasi 
Perencanaan dan Program 

6 0 2 -2 

20 
KASUBBAG 
PERBENDAHARAAN DAN 
PELAPORAN 

9 1 1 0 

21 Bendahara 7 0 1 -1 

22 
Pengolah Data Sistem 
Informasi Pelaksanaan 
Anggaran 

6 1 1 0 

23 Verifikator Keuangan 6 2 1 -1 

24 Pengelola Gaji 6 1 1 0 

25 Pengadministrasi Keuangan 5 0 1 -1 

26 
KABAG PERSIDANGAN DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

11 1 1 0 

27 
KASUBBAG KAJIAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

9 1 1 0 

28 

Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan 
Peraturan Perundang-
undangan 

7 1 1 0 

29 Notulis Rapat 6 1 1 0 

30 
Pengadministrasi Data 
Peraturan Perundang-
undangan 

5 1 0 -1 

31  Pengadministrasi Umum 5 1 0 -1 

32 
KASUBBAG PERSIDANGAN 
DAN RISALAH 

8 1 1 0 

33 Notulis Rapat 6 1 2 -1 

34 Pengadministrasi Umum 5 0 2 -2 

35 
KASUBBAG HUMAS, 
PROTOKOL, DAN 
PUBLIKASI 

9 1 1 0 

36 Analis Sistem Informasi  7 1 1 0 

37 Petugas Protokol 6 1 1 0 

38 Tenaga Peliputan 6 1 1 0 
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No Nama Jabatan Kelas 
Pemang

ku 
Kebutu

han 
Lebih/
Kurang 

39 Pengelola Dokumentasi 6 1 1 0 

40 Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1 

41 
KABAG FASILITASI, 
KERJASAMA, DAN 
ASPIRASI 

11 1 1 0 

42 
KASUBBAG FASILITASI, 
PENGANGGARAN DAN 
PENGAWASAN 

8 1 1 0 

43 Notulis Rapat 6 4 2 -2 

44 Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1 

45 
KASUBBAG KERJASAMA 
DAN ASPIRASI 

8 1 1 0 

46 Notulis Rapat 6 2 4 -2 

47 Pengadministrasi Umum 5 0 1 -1 

 

Selain pegawai PNS, ada pula pegawai non PNS yang 

membantu dalam pelaksanaan tugas di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) yang 

berjumlah 66 orang terdiri dari Tenaga Administrasi 38 orang, 

Sekretaris Pribadi Pimpinan 3 orang, Sopir Pimpinan 3 orang, 

Pengamanan 12 Orang, Pramusaji 4 orang dan Tenaga Kebersihan 

6 orang. 

  

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.3 

Jumlah Aset 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik 

Per 31 Desember 2020 
 

No 
Kode 

Bidang 
Uraian Jumlah Nilai (Rp) Kondisi 

1 01 Tanah 1 2.362.500.000,00 Baik 

2 01.01 Tanah 1 2.362.500.000,00 Baik 

3 02 
Peralatan dan 
Mesin 

1.487 12.772.937.795,05 Baik 

4 02.02 Alat – Alat Besar 5 526.570.000,00 Baik 

5 02.03 Alat Angkutan 31 3.458.729.535,00 Baik 

6 02.06 Alat Kantor dan 1.141 5.919.239.299,95 Baik 
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No 
Kode 

Bidang 
Uraian Jumlah Nilai (Rp) Kondisi 

Rumah Tangga 

7 02.07 
Alat Studio dan 
Komunikasi 

310 2.868.398.960,10 Baik 

8 03 
Gedung dan 
Bangunan 

3 9.422.565.566,00 Baik 

9 03.11 
Bangunan 
Gedung 

3 9.422.565.566,00 Baik 

10 04 
Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 

2 210.338.900,00 Baik 

11 04.15 Instalasi 2 210.338.900,00 Baik 

12 05 
Aset Tetap 
Lainnya 

185 96.550.375,00 Baik 

13 05.17 
Buku / 
Perpustakaan 

184 86.093.775,00 Baik 

14 05.18 
Barang Bercorak 
Kesenian/ 
Kebudayaan 

1 10.456.600,00 Baik 

  TOTAL 1.678 24.864.892.636,05  

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 

Terselenggaranya good governance  dan clean government 

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk 

mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa 

dan negara. Maka dari itu diperlukan pengembangan dan 

penerapan kinerja yang maksimal.  

Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik berbeda dengan SKPD lain, karena kegiatan pada 

Sekretariat DPRD adalah merupakan supporting/pendukung 

terhadap kinerja lembaga DPRD dalam menjalankan tiga 

fungsinya yaitu Pengawasan, Penganggaran dan Legeslasi, yang 

secara garis besar meliputi : 

A. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, 

terdiri dari : 

a. Melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan 

rumah tangga kesekretariatan DPRD dan keanggotaan 

DPRD. 
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b. Melaksanakan koordinasi dan pengoordinasian dalam 

mendukung DPRD dibidang pengelolaan administrasi 

keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi dan 

laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan. 

c. Melaksanakan koordinasi dan pengkoordinasian pelayanan 

dukungan DPRD dalam pelaksanaan persidangan, 

perundang-undangan dan alat kelengkapan DPRD. 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi fungsi 

penganggaran dan pengawasan serta kerjasama dan 

aspirasi DPRD. 

 

B. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, terdiri dari : 

a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan 

DPRD dan Sekretariat DPRD; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas ketatausahaan, 

administrasi keuangan dan rumah tangga kantor, Anggota 

dan pimpinan DPRD; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan ketatausahaan, administrasi 

keuangan rumah tangga kantor dan pimpinan DPRD; 

d. Pelaksanaan kebijakan bidang ketatausahaan, administrasi 

keuangan Sekretariat , Anggota dan pimpinan DPRD. 

 

C. Penyelenggaraan Rapat – Rapat DPRD 

a. Pelaksanaan rapat / sidang dan alat – alat kelengkapan 

DPRD; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan rapat – rapat pimpinan dan rapat – 

rapat alat kelengkapan DPRD; 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan risalah hasil 

rapat dan persidangan pimpinan dan alat kelengkapan 

DPRD; 

d. Pelaksanaan pelayanan kelengkapan bahan rapat paripurna, 

rapat – rapat pimpinan dan rapat – rapat alat kelengkapan 

DPRD; 
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e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rancangan 

jadwal kegiatan DPRD. 

 

D. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang 

diperlukan oleh DPRD 

a. Melakukan analisis dan identifikasi permasalahan di dalam 

kegiatan pembahasan DPRD untuk menentukan spesifikasi 

kebutuhan Tenaga Ahli; 

b. Melakukan verifikasi administrasi Tenaga Ahli sesuai 

spesifikasi keahlian yang dibutuhkan DPRD; 

c. Mengangkat dan memberhentikan Tanaga Ahli sesuai 

peraturan yang berlaku; 

 

Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi 

terhadap DPRD Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2021 

s.d. 2022 secara sederhana dapat disampaikan sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

 



:

:

: 100%

: 100%

2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 1.1 Persentase fasilitasi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyusunan 

regulasi DPRD

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

regulasi DPRD yang 

difasilitasi dibagi 

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

regulasi DPRD kali 

100%

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.2 Persentase fasilitasi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi penganggaran 

DPRD

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

penganggaran DPRD 

yang difasilitasi dibagi 

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

penganggaran DPRD 

kali 100%

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.3 Persentase fasilitasi 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan DPRD

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

pengawasan DPRD 

yang difasilitasi dibagi 

Jumlah Pelaksanaan 

tugas dan fungsi 

pengawasan DPRD 

Berdasarkan Renja kali 

100%

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 2.3

Matriks Pencapaian Kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2021

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitasTujuan

Realisasi Capaian 

Tahun ke-

Indikator Kinerja Tujuan

Target

Capaian

Target Renstra 

SKPD Tahun ke-

Mendorong Terciptanya Produk Hukum Daerah Yang Berkualitas

Tahun 

Dasar

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Meningkatnya 

dukungan Sekretariat 

DPRD terhadap peran 

DPRD sesuai dengan 

fungsinya

SatuanFormulasi Perhitungan

Uraian Indikator Kinerja

Sasaran

II - 23Perubahan Renstra Sekretariat DPRD kab.Gresik Tahun 2016- 2021



1.4 Tercapainya nilai indeks 

kepuasan masyarakat 

dengan hasil Sangat Baik

Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat

Nilai 90 90 90 90 90 90 90 90 90

1.5 Tercapainya nilai SAKIP 

OPD dengan predikat 

memuaskan

Nilai SAKIP dari 

Inspektorat Kabupaten 

Nilai 80 80 80 85 90 90 95 95 95

1.6 Persentase ketercapaian 

sasaran program OPD

Jumlah capaian  

program minimal 76% 

dibagi jumlah program

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi 

Perangkat Daerah 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Sekretariat DPRD  Kabupaten Gresik 

Tantangan : 

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan secara nasional terkait 

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tugas dan 

fungsi DPRD. 

2. Tidak seimbangnya kinerja Sekretariat DPRD yang lebih 

menitik beratkan pada pelaksanaan tugas teknis operasional 

sehingga pelaksanaan tugas administratif kurang optimal. 

3. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal 

dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD. 

4. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD 

sebagai organisasi yang inferior. 

5. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam 

rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di 

Sekretariat DPRD. 

6. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Sekretariat DPRD 

belum optimal. 

 

 

Peluang : 

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD  

2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

penyaluran aspirasi secara demokratis 

3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan  

4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan 

aksesibilitasnya 

5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka 

mendukung kinerja DPRD. 
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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah 

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas dan 

fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat 

Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan 

pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi 

perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud 

berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua 

faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang 

terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan 

ancaman/ tantangan (threath). 

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik selama ini permasalahan yang dihadapi dalam 

pembangunan pemerintahan dan pengawasan dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur; 

2. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif 

Sekretariat  DPRD yang disebabkan karena lebih 

terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional 

pelayanan terhadap DPRD; 

3. Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran; 

4. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap 

tugas dan fungsinya; 
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5. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur atas 

pelaksanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi; 

6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas. 

 

Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat 

DPRD Kabupaten Gresik menghasilkan faktor-faktor strategis 

sebagai berikut : 

 

A. Faktor Internal  

1.  Kekuatan : 

a.  Tersedianya anggaran operasional yang cukup 

memadai; 

b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 

berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; 

c. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara 

Sekretariat DPRD dengan DPRD; 

d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional 

dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2.  Kelemahan : 

a. Kompetensi sumber daya aparatur Sekretarariat DPRD 

yang belum optimal; 

b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung 

kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

DPRD; 

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana  teknologi 

informasi yang tersedia; 

d. Belum selarasnnya tugas dan fungsi aparatur dengan 

program, kegiatan dan sub kegiatan yg ada sehingga 
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tidak mampu mendorong percepatan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi. 

 

B. Faktor Eksternal 

1. Peluang :   

a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan 

Pimpinan dan Anggota DPRD; 

b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

penyaluran aspirasi secara demokratis; 

c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga 

perwakilan; 

d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan 

aksesibilitasnya; 

e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam 

rangka mendukung kinerja DPRD. 

2. Ancaman/Tantangan : 

a. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundang-

undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi 

pemerintah; 

b. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak 

eksternal dalam penetapan kebijakan internal 

Sekretariat DPRD; 

c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat 

DPRD sebagai organisasi yang inferior; 

d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal 

dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara 

menyeluruh di Sekretariat DPRD. 
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C. Faktor- faktor Kunci keberhasilan  

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes 

factors) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam 

mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi 

haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci 

keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini 

ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis 

lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis 

SWOT/TOWS. 

Dengan mempergunakan pendekatan analisis 

SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka 

dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya 

pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur 

Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya 

standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid 

dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai 

institusi yang kapabel di bidangnya; 

2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta 

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai  

lembaga perwakilan; 

3. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat 

DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan 

eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi 

secara menyeluruh. 
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4. Menyelaraskan peraturan tentang tugas dan fungsi 

aparatur dengan program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang telah ditetapkan. 
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Tabel 3.1 

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

 
Faktor Eksternal 

 
 
Faktor Internal 

 

Peluang : 
1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan 

anggota DPRD 
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis 
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga 
perwakilan 

4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti 
dengan peningkatan aksesibilitasnya 

5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli 
dalam rangka mendukung kinerja DPRD 

Tantangan: 
1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara 

nasional terkait dengan pelaksaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah 

2. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak 
eksternal dalam penetapan kebijakan internal 
Sekretariat DPRD 

3. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat 
DPRD sebagai organisasi yang inferior  

4. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal 
dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi 
secara menyeluruh di Sekretariat DPRD 

Kekuatan   :  
1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup 

memadai 
2. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 

berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD 

3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara 
Sekretariat DPRD dengan DPRD  

4. Kedudukan  Sekretariat DPRD yang lebih 
fungsional dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Alternatif Strategi : 
1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang 

semakin tinggi  melalui optimalisasi fungsi 
Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang 
tersedia serta pemanfaatan perkembangan iptek 
dan tenaga ahli. 

2. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, 
peluang serta adanya tata tertib dan kode etik 
DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap 
penyaluran aspirasi masyarakat secara prima 

Alternatif Strategi : 
1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik 

DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis 
antara Sekretariat DPRD dengan DPRD sebagai 
wahana untuk mengatasi masih seringnya campur 
tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan 
internal  dan untuk perwujudan reformasi birokrasi 
secara menyeluruh di Sekretariat DPRD 

2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yg lebih 
fungsional untuk mengantisipasi seringnya terjadi 
perubahan kebijakan  dan opini inferior terhadap 
institusi    

Kelemahan: 
1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretarariat DPRD 

yang belum optimal 
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung 

kegiatan dalam rangka   pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPRD 

3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana  teknologi 
informasi yang tersedia  

4. Belum selarasnnya tugas dan fungsi aparatur 
dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yg ada 
sehingga tidak mampu mendorong percepatan 

Alternatif Strategi : 
1. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat 

DPRD  untuk memenuhi semakin tingginya 
standar kinerja DPRD  melalui pemanfaatan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana 
serta pengembangan kelembagaan Sekretariat 
DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi DPRD sebagai  lembaga perwakilan 

3. Menyelaraskan peraturan tentang tugas dan 
fungsi aparatur dengan program, kegiatan dan 

Alternatif Strategi : 
1. Tingkatkan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat 

DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD 
sebagai institusi yang kapabel di bidangnya  

2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana 
dan prasarana serta pengembangan kelembagaan 
Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi  hambatan-
hambatan eksternal dalam rangka perwujudan 
reformasi birokrasi secara menyeluruh 

3. Menyelaraskan peraturan tentang tugas dan fungsi 
aparatur dengan program, kegiatan dan sub 
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pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. sub kegiatan yang telah ditetapkan. kegiatan yang telah ditetapkan. 
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

Berdasarkan visi, misi, serta program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih yang berdasarkan RPJMD 

Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, maka visi Kabupaten 

Gresik yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah 

“Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, 

Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul 

Karimah”  

 Untuk mewujudkan visi Kabupaten Gresik  tersebut, 

ditempuh melalui 5 (lima) misi yang terdiri atas : 

a. Misi Kesatu  : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, akuntable serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif; 

b. Misi Kedua :  Membangun infrastruktur yang Berdaya 

Saing, Memakmurkan Desa dan Menata 

kota; 

c. Misi Ketiga  : Mendorong Kemandirian Ekonomi yang 

Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah; 

d. Misi Keempat  : Membangun Insan Gresik Unggul yang 

Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul 

Karimah; dan 

e. Misi Kelima : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan 

menciptakan lapangan kerja, dan menjamin 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 

Gresik.  

 Seiring tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang 

merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam 

RPJMD Kabupaten Gresik 2021 – 2026 merupakan salah satu 

SKPD pelaksana Misi Kesatu yaitu : “Menciptakan tata kelola 
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pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif”  dengan tujuan 

RPJMD “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik 

Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good 

and Clean Governance”  dan sasaran RPJMD “Meningkatkan 

tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan 

pelayanan publik yang berkualitas” yang akan dilaksanakan 

melalui  program, kegiatan dan sub kegiatan  Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik sebagai berikut : 

1. Program utama yaitu “PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI DPRD” 

2. Program penunjang yaitu “PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA” 

Adapun indikator kinerja terkait visi, misi, dan program 

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah 

“Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja 

DPRD Sesuai Dengan Fungsinya” dapat dilihat dalam kurun 

waktu 5 tahun dengan target sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Indikator Kinerja Skretariat DPRD 

INDIKATOR 

KINERJA 

SESUAI VISI, 

MISI DAN 

PROGRAM 

KEPALA 

DAERAH 

TARGET 

2021 

TARGET 

2022 

TARGET 

2023 

TARGET 

2024 

TARGET 

2025 

TARGET 

2026 

Meningkatnya 

Dukungan 

Sekretariat 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DPRD 

Terhadap 

Kinerja DPRD 

Sesuai 

Dengan 

Fungsinya 

Pemerintahan 

Daerah 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka Faktor Penghambat 

dan Pendorong SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan 

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat 

dirumuskan sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini. 
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Tabel 3.3 

Faktor Penghambat dan Pendorong Organisasi Perangkat Daerah 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Visi  :  “Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul 

Karimah “ 

Misi : “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif 
dan Kolaboratif” 

 

No 
Misi dan  Program 

KDH dan Wakil KDH terpilih 
Permasalahan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Misi 1 : Menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, 

akuntable serta mewujudkan 

kepemimpinan yang Inovatif 

dan Kolaboratif. 

 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi  

DPRD  

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

 

a. Kompetensi Sumber Daya 

Aparatur Sekretarariat 

DPRD yang belum optimal 

b. Belum optimalnya 

ketersediaan sarana 

pendukung kegiatan dalam 

rangka   pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD 

c. Belum optimalnya 

pemanfaatan sarana  

teknologi informasi yang 

tersedia 

 

 

 

 

 

 

a. Seringnya terjadi 

perubahan kebijakan 

secara nasional terkait 

dengan pelaksaan tugas 

dan fungsi instansi 

pemerintah 

b. Tidak seimbangnya 

kinerja Sekretariat DPRD 

yang lebih menitik 

beratkan pada 

pelaksanaan tugas teknis 

operasional sehingga 

 

 

 

 

 

 

a. Tingginya standar 

pelayanan yang 

dibutuhkan anggota DPRD 

b. Tingginya kesadaran 

masyarakat terhadap 

pentingnya penyaluran 

aspirasi secara demokratis 

c. Semakin besarnya volume 

kegiatan DPRD dalam 

pelaksanaan tugas dan 

fungsi sebagai lembaga 

perwakilan 
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No 
Misi dan  Program 

KDH dan Wakil KDH terpilih 
Permasalahan 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 

d. Belum selarasnnya tugas 

dan fungsi aparatur dengan 

program, kegiatan dan sub 

kegiatan yg ada sehingga 

tidak mampu mendorong 

percepatan pencapaian 

tujuan dan sasaran 

organisasi 

 

pelaksanaan tugas 

administratif kurang 

optimal  

c. Masih seringnya terjadi 

campur tangan pihak-

pihak eksternal dalam 

penetapan kebijakan 

internal Sekretariat 

DPRD 

d. Masih adanya opini 

terhadap institusi 

Sekretariat DPRD sebagai 

organisasi yang inferior 

e. Masih banyaknya 

hambatan-hambatan 

eksternal dalam rangka 

perwujudan reformasi 

birokrasi secara 

menyeluruh di 

Sekretariat DPRD 

d. Semakin pesatnya 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang harus 

diikuti dengan 

peningkatan 

aksesibilitasnya 

e. Dimungkinkannya 

pemanfaatan tenaga ahli 

dalam rangka mendukung 

kinerja DPRD 
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3.3. Penentuan Isu – Isu Strategi 

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari 

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan 

SKPD hanya ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD yang 

merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

antara lain yaitu : 

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur 

Sekretariat DPRD  untuk memenuhi semakin tingginya 

standar kinerja DPRD  melalui pemanfaatan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta 

pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai  

lembaga perwakilan; 

3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur 

Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD 

sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; 

4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan 

prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat 

DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal 

dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara 

menyeluruh; 

5. Menyelaraskan peraturan tentang tugas dan fungsi aparatur 

dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah 

ditetapkan. 

Dari faktor – faktor kunci diatas dapat disimpulkan isu – 

isu strategis SKPD antara lain : 

1. Makin tingginya tuntutan anggota DPRD terhadap kualitas 

pelayanan di Sekretariat DPRD 
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2. Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap 

pelayanan/kinerja DPRD. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD 

Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu dan  didasarkan pada 

isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam 

bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu 

kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Dengan berlandaskan misi Kepala Daerah yang telah 

ditetapkan didalam RPJMD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik untuk Tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan yaitu : 

 

 

 

 

Dengan indikator “Mendorong Terciptanya Produk Hukum Daerah 

Yang Berkualitas”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka 

ditetapkanlah sasaran SKPD. 

 

Sasaran 

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat 

memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam 

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran juga 

merupakan kinerja utama yang harus dicapai dari suatu organisasi 

 

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel 

dengan pelayanan publik yang berkualitas” 
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perangkat daerah sebagai alasan mendasar atas eksistensi 

organisasi tersebut.  

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat 

DPRD juga menetapkan sasaran yang merupakan refleksi dari 

tanggung jawab Sekretaris DPRD yaitu : 

“Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Kinerja 

DPRD Sesuai Dengan Fungsinya” sebagai bentuk tanggungjawab 

secara teknis operasional kepada Pimpinan DPRD;  

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu 

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 

diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran 

disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-

masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun 

waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.  

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran beserta indikator dan 

target yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik  

dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 dapat dilihat sebagaimana 

tabel berikut : 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 

Meningkatkan 

tata kelola 

pemerintahan 

yang bersih 

akuntabel 

dengan 

pelayanan 

publik yang 

berkualitas 

Meningkatnya 

Dukungan 

Sekretariat DPRD 

Terhadap Kinerja 

DPRD Sesuai 

Dengan Fungsinya 

Persentase 

pemenuhan 

dukungan 

Pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD 

100 % 

 

4.2 Strategi dan Kebijakan 

Strategi 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan 

program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting 

dalam proses perencanaan strategis, sebab merupakan suatu 

rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya 
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mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan 

ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang 

dihadapi. 

 Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, 

yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan 

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, 

tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa 

program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan 

indikator sasaran yang telah ditetapkan. 

Kebijakan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi 

memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. 

Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan 

(program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting 

dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk 

menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai dan 

dapat dilaksanakan. 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan 

pedoman. Pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun 

pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan 

keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan instansi 

pemerintah. 

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik bahwa dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

dapat ditempuh dengan strategi : 

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya 

manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan 

daerah inisiatif DPRD; 

2. Mendorong inklusifitas dalam menghimpun aspirasi dan 

kebutuhan masyrakat. 
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Dengan arah kebijakan “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan 

Gresik Baru Yang  Inovatif,  Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan 

Good and Clean Governance” 

Adapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh Sekretariat 

DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

 

Visi : Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah 

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable   serta  mewujudkan kepemimpinan yang inovatif 
dan kolaboratif. 

Tujuan SKPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas 

 

Sasaran Indikator Sasaran  Strategi Kebijakan 

Meningkatnya Dukungan 

Sekretariat DPRD Terhadap 

Kinerja DPRD Sesuai Dengan 

Fungsinya  

 

 

 

 

 

Persentase pemenuhan 

dukungan Pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD 

1. Meningkatkan fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi penyusunan regulasi 

2. Meningkatkan fasilitasi dalam  

rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi penganggaran DPRD 

3. Meningkatkan fasilitasi dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi pengawasan DPRD 

4. Memfasilitasi penyerapan dan 

penghimpunan aspirasi 

masyarakat sehingga mampu 

mendorong peningkatan nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

5. Meningkatkan kualitas sumber 

daya aparatur yang memiliki 

1. Peningkatan kualitas 

pelayanan dengan fokus pada 

pemenuhan pembentukan 

peraturan daerah dan 

peraturan DPRD yang 

berkualitas 

2. Peningkatan kualitas 

pelayanan pada kegiatan 

pembahasan kebijakan 

anggaran sehingga 

menghasilkan APBD yang 

berkualitas 

3. Fasilitasi kegiatan bimbingan 

teknis dalam rangka 

peningkatan kapasitas DPRD  

4. Pengembangan aksesbilitas 
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Sasaran Indikator Sasaran  Strategi Kebijakan 

tugas dan fungsi perencanaan 

dan pelaporan melalui 

peningkatan kapasitas aparatur 

sesuai kompetensi yang 

dibutuhkan  

6. Meningkatkan profesionalisme 

sumber daya aparatur agar 

mampu mengimplementasikan 

kebijakan didalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sehingga 

dapat mempercepat pencapaian 

sasaran dan tujuan organisasi 

masyarakat dengan fokus pada 

pengembangan TI, kerjasama 

dengan media massa 

5. Mengikutsertakan wartawan 

dalam kegiatan yang sifatnya 

dapat meningkatkan kapasitas 

aparatur dan DPRD3 

6. Pelaporan keuangan dan 

kinerja disusun oleh tim dari 

unsur bidang terkait dan 

apabila diperlukan dapat 

menghadirkan narasumber 

yang kompeten 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR 

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

     Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. 

Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka 

rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan 

dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik dalam kurun 

waktu tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut : 

Program Utama : 

I. Program Dukungan Pelaksanaa Tugas Dan Fungsi DPRD, 

dengan kegiatan indikatif sebagai berikut :  

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, 

dengan sub kegiatan : 

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 

Peraturan Daerah; 

2) Pembahasan Rancangan Perda; 

3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; 

4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau 

Naskah Akademik; 

5) Penyusunan Tata Tertib DPRD. 

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan ; 

1) Pembahasan KUA dan PPAS; 

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan; 

3) Pembahasan APBD; 

4) Pembahasan APBD Perubahan;  

5) Pembahasan Laporan Semester; 

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. 

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub 

kegiatan ; 

1) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan 

dan Hukum; 

2) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur 
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3) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan 

Rakyat; 

4) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian; 

5) Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya 

Alam; 

6) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 

Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 

7) Pengawasan Penggunaan Anggaran; dan 

8) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah. 

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan 

sub kegiatan : 

1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan 

2) Pelaksanaan Reses. 

5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan sub 

kegiatan : 

1) Pengawasan Kode Etik DPRD. 

6. Pembahasan Kerja Sama Daerah, dengan sub kegiatan : 

1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah. 

7. Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan : 

1) Bimbingan Teknis DPRD; 

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan; 

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 

4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; 

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; dan 

6) Penyusunan Program Kerja DPRD. 

 

8. Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan : 

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; 

2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD; 

3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; dan 

4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. 

 

Program Pendukung : 

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif sebagai berikut : 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah, dengan sub kegiatan : 
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1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan 

3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub 

kegiatan : 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD; 

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD; 

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan 

5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran. 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub 

kegiatan : 

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; 

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi; dan 

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan. 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan 

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan : 

1) Pengadaan Mebel; dan 

2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 

dengan sub kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
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Listrik; dan 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan; 

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan; 

3) Pemeliharaan Mebel; 

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 

5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya; dan 

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub 

kegiatan : 

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 

2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; dan 

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. 

9. Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan : 

1) Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD; 

2) Fasilitasi Fraksi DPRD; dan 

3) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD. 

 

Kebijakan program dan kegiatan dilakukan setiap tahun 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan 

dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula 

berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta 

aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun 

program pemerintah, serta kinerjanya.  

Kebijakan program yang dilakukan sangat erat kaitannya 

dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi 

pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan 
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tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah 

kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. 

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana 

kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.  

 

5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai 

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif; 

Kelompok sasaran adalah sasaran atau fokus obyek pelaksanaan  

strategi meliputi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan 

dalam kerangka pencapaian sasaran organisasi. Sedangkan 

pendanaan indikatif adalah rincian dana yang dialokasikan untuk 

kegiatan tahunan. 

Indikator kinerja sasaran dan kelompok sasaran Sekretariat 

DPRD Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagaimana tabel di 

bawah ini: 

No Indikator Kinerja Sasaran Kelompok Sasaran 

1 Meningkatnya Dukungan 

Sekretariat DPRD Terhadap 

Kinerja DPRD Sesuai Dengan 

Fungsinya 

Pimpinan dan Anggota 

DPRD 

 

1.3 Pendanaan Indikatif  

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah 

direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal apabila 

tidak didukung dengan tersedianya dana yang memadai. Dengan 

demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program, 

kegiatan dan sub kegiatan harus juga ditentukan. 

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka 

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Gresik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Gresik. Namun Demikian, apabila dimungkinkan 

terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. 
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PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan DPRD 

  

1. Pembentukan 

Peraturan Daerah 

1) Penyusunan dan 

Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan 

Daerah; 

2) Pembahasan Rancangan 

Perda; 

3) Penyelenggaraan Kajian 

Perundang-Undangan; 

4) Fasilitasi Penyusunan 

Penjelasan/Keterangan 

dan/atau Naskah 

Akademik; 

5) Penyusunan Tata Tertib 

DPRD 

 

2. Pembahasan 

Kebijakan Anggaran 

6) Pembahasan KUA dan 

PPAS; 

7) Pembahasan KUPA dan 

PPAS Perubahan; 

8) Pembahasan APBD; 

9) Pembahasan APBD 

Perubahan;  

10) Pembahasan Laporan 

Semester; 

11) Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

3. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

12) Pengawasan Urusan 

Pemerintah Bidang 

Pemerintahan dan Hukum; 

13) Pengawasan Urusan 

Pemerintah Bidang 

Infrastruktur 

14) Pengawasan Urusan 

Pemerintah Bidang 

Kesejahteraan Rakyat; 

15) Pengawasan Urusan 

Pemerintah Bidang 

Perekonomian; 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

APBD 
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PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 

16) Pengawasan Urusan 

Pemerintah Bidang 

Sumber Daya Alam; 

17) Pengawasan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Oleh 

Badan Pemeriksa 

Keuangan; 

18) Pengawasan Penggunaan 

Anggaran; dan 

19) Pembahasan Laporan 

Keterangan 

Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah. 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

 

APBD 

 

APBD 

4. Penyerapan dan 

Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat 

20) Penyusunan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD; dan 

21) Pelaksanaan Reses. 

APBD 

 

APBD 

5. Pelaksanaan dan 

Pengawasan Kode 

Etik DPRD 

22) Pengawasan Kode Etik 

DPRD. 

APBD 

6. Pembahasan Kerja 

Sama Daerah 

23) Fasilitasi, Verifikasi, dan 

Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah 

APBD 

7. Peningkatan 

Kapasitas DPRD. 

24) Bimbingan Teknis DPRD; 

25) Publikasi dan 

Dokumentasi Dewan; 

26) Penyediaan Kelompok 

Pakar dan Tim Ahli; 

27) Penyediaan Tenaga Ahli 

Fraksi; 

28) Penyelenggaraan 

Hubungan Masyarakat; 

dan 

29) Penyusunan Program Kerja 

DPRD. 

APBD 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

8. Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD. 

30) Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD; 

31) Penyusunan Laporan 

Kinerja DPRD; 

32) Fasilitasi Pelaksanaan 

Tugas Badan Musyawarah; 

dan 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 
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PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 

33) Fasilitasi Tugas Pimpinan 

DPRD. 

 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

9. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

34) Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah; 

35) Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD; dan 

36) Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah. 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

 

APBD 

10. Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah. 

37) Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN; 

38) Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD; 

39) Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD; 

40) Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Sem

esteran SKPD; dan 

41) Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran. 

APBD 

 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

APBD 

 

 

 

APBD 

11. Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

42) Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian; 

43) Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi; dan 

44) Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan. 

APBD 

 

APBD 

 

 

APBD 
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PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 

12. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

45) Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor; 

46) Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor; 

47) Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga; 

48) Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor; 

49) Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan; 

50) Fasilitasi Kunjungan 

Tamu; dan 

51) Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD. 

APBD 

 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

 

APBD 

13. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

52) Pengadaan Mebel; dan 

53) Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya. 

 

APBD 

APBD 

14. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah. 

54) Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat; 

55) Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik; dan 

56) Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor. 

APBD 

 

APBD 

 

 

APBD 

 

15. Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah. 

57) Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan; 

58) Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan; 

59) Pemeliharaan Mebel; 

60) Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya; 

APBD 

 

 

 

 

 

APBD 

 

 

 

 

APBD 

APBD 

 

APBD 
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PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN 
SUMBER 

DANA 

61) Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya; dan 

62) Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

 

 

APBD 

16. Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

63) Penyelenggaraan 

Administrasi Keuangan 

DPRD; 

64) Penyediaan Pakaian Dinas 

dan Atribut DPRD; dan 

65) Pelaksanaan Medical 

Check Up DPRD. 

APBD 

 

 

APBD 

 

APBD 

 

17. Layanan 

Administrasi DPRD. 

66) Penyelenggaraan 

Administrasi Keanggotaan 

DPRD; 

67) Fasilitasi Fraksi DPRD; 

dan 

68) Fasilitasi Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi DPRD. 

APBD 

 

 

APBD 

APBD 

 
 
 
 
 
 
 



Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4.02  SEKRETARIAT DPRD 95.566.798.000      84.907.089.000      92.403.548.970      108.590.124.196       158.680.855.963       135.752.756.000       

4.02.1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
47.003.236.000      41.760.402.000      47.240.795.970      55.626.289.196          59.274.582.963          69.384.658.000          

Tercapainya nilai SAKIP OPD dengan predikat 

memuaskan
Nilai 80 Nilai 85 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 95 Nilai 95 Nilai 95

4.02.1.2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 

dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah

24 Jenis 556.759.000            23 Jenis 306.759.000            23 Jenis 320.268.700            24 Jenis 736.432.900                23 Jenis 810.076.190                23 Jenis 891.083.809                

 Kabag Program dan 

Keuangan 

4.02.1.2.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah
12 Dokumen 187.478.900            11 Dokumen 137478900 11 Dokumen 134.060.590            12 Dokumen 341.478.900                11 Dokumen 375.626.790                11 Dokumen 413.189.469                

 Kasubbag 

Perencanaan & 

Anggaran 

4.02.1.2.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja Perangkat 

Daerah

8 Laporan 171.978.000            8 Laporan 71978000 8 Laporan 79.175.800               8 Laporan 196.978.000                8 Laporan 216.675.800                8 Laporan 238.343.380                

 Kasubbag 

Perencanaan & 

Anggaran 

4.02.1.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan monitoring dan 

evaluasi Renja OPD
4 Laporan 197.302.100            4 Laporan 97302100 4 Laporan 107.032.310            4 Laporan 197.976.000                4 Laporan 217.773.600                4 Laporan 239.550.960                

 Kasubbag 

Perencanaan & 

Anggaran 

4.02.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah layanan administrasi 

keuangan Perangkat Daerah
126 Jenis 5.604.232.000         126 Jenis 5.167.023.000         126 Jenis 5.683.725.300         126 Jenis 6.300.875.100            126 Jenis 6.723.332.810            126 Jenis 7.927.249.191            

 Kabag Program dan 

Keuangan 

4.02.1.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN Perangkat Daerah 36 Orang 5.158.900.000         37 Orang 4829691000 37 Orang 5.312.660.100         37 Orang 5.843.926.110            37 Orang 6.220.688.921            37 Orang 7.173.283.358            

 Kasubbag 

Perbendaharaan dan 

Pelaporan 

4.02.1.2.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah rekening sub kegiatan 

Perangkat Daerah
68 Sub Kegiatan 165.738.000            68 Sub Kegiatan 145738000 68 Sub Kegiatan 160.311.800            68 Sub Kegiatan 176.342.980                68 Sub Kegiatan 193.977.278                68 Sub Kegiatan 290.965.917                

 Kasubbag 

Perbendaharaan dan 

Pelaporan 

4.02.1.2.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Jumlah laporan keuangan 

Perangkat Daerah akhir tahun
5 Laporan 97.064.000               5 Laporan 69.064.000               5 Laporan 75.970.400               5 Laporan 97.064.000                  5 Laporan 106.770.400                5 Laporan 160.155.600                

 Kasubbag 

Perbendaharaan dan 

Pelaporan 

4.02.1.2.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah  laporan keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

13 Laporan 95.104.000               13 Laporan 65.104.000               13 Laporan 71.614.400               13 Laporan 95.104.000                  13 Laporan 104.614.400                13 Laporan 156.921.600                

 Kasubbag 

Perbendaharaan dan 

Pelaporan 

4.02.1.2.02.08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan dan 

analisis prognosis realisasi 

anggaran

1 Laporan 87.426.000               1 Laporan 57.426.000               1 Laporan 63.168.600               1 Laporan 88.438.010                  1 Laporan 97.281.811                  1 Laporan 145.922.717                

 Kasubbag 

Perbendaharaan dan 

Pelaporan 

Persentase ketercapaian sasaran program OPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sekretaris DPRD

4.02.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah data dan pelaksanaan 

kegiatan administrasi 

kepegawaian Perangkat Daerah

18 Jenis 1.928.354.476         18 Jenis 639.235.400            18 Jenis 703.158.940            18 Jenis 841.846.400                18 Jenis 926.031.040                18 Jenis 1.592.065.498            

 Kabag Umum 

4.02.1.2.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah data administrasi 

kepegawaian
4 Data 29.925.400               4 Data 19925400 4 Data 21.917.940               4 Data 29.925.400                  4 Data 32.917.940                  4 Data 152.917.940                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah kegiatan diklat pegawai 

berdasarkan tusi
10 Diklat 1.807.809.076         10 Diklat 568.690.000            10 Diklat 625.559.000            10 Diklat 750.670.800                10 Diklat 825.737.880                10 Diklat 1.278.527.558            

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah bimtek implementasi 

peraturan perundang-undangan
4 Bimtek 90.620.000               4 Bimtek 50620000 4 Bimtek 55.682.000               4 Bimtek 61.250.200                  4 Bimtek 67.375.220                  4 Bimtek 160.620.000                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah layanan administrasi 

umum
348 Jenis 1.856.389.569         348 Jenis 1.476.389.569         348 Jenis 1.855.977.795         348 Jenis 2.296.719.805            348 Jenis 2.245.733.132            348 Jenis 2.694.879.759            

 Kabag Umum 

4.02.1.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

3 Jenis 104.212.073            3 Jenis 104.212.073            3 Jenis 164.633.250            3 Jenis 214.023.225                3 Jenis 199.206.233                3 Jenis 239.047.479                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor
6 Jenis 250.663.330            6 Jenis 230.663.330            6 Jenis 253.729.663            6 Jenis 329.848.562                6 Jenis 307.012.892                6 Jenis 368.415.471                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan Peralatan 

Rumah Tangga
6 Jenis 143.324.863            6 Jenis 110.324.863            6 Jenis 171.357.349            6 Jenis 222.764.554                6 Jenis 207.342.392                6 Jenis 248.810.871                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor 168 Kali 162.564.600            168 Kali 102.564.600            168 Kali 162.821.060            168 Kali 205.959.696                168 Kali 197.013.483                168 Kali 236.416.179                 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan
13 Jenis 288.249.703            13 Jenis 189.249.703            13 Jenis 208.174.673            13 Jenis 249.809.608                13 Jenis 251.891.355                13 Jenis 302.269.626                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 132 Rapat 264.660.000            132 Rapat 196.660.000            132 Rapat 216.326.000            132 Rapat 259.591.200                132 Rapat 261.754.460                132 Rapat 314.105.352                
 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD
20 Rapat 642.715.000            20 Rapat 542.715.000            20 Rapat 678.935.800            20 Rapat 814.722.960                20 Rapat 821.512.318                20 Rapat 985.814.782                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah barang milik daerah 

penunjang urusan Pemerintah 

Daerah

8 Jenis -                                   8 Jenis 210.863.000            8 Jenis 231.949.300            8 Jenis 255.144.230                8 Jenis 280.658.653                8 Jenis 661.858.653                

 Kabag Umum 

4.02.1.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebel -                                 -                                   3 Jenis 110.863.000            3 Jenis 121.949.300            3 Jenis 134.144.230                3 Jenis 147.558.653                3 Jenis 262.558.653                 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah pengadaan peralatan dan 

mesin lainnya
-                                 -                                   5 Unit 100.000.000            5 Unit 110.000.000            5 Unit 121.000.000                5 Unit 133.100.000                5 Unit 399.300.000                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah jasa penunjang urusan 

Pemerintah Daerah
205 Jenis 2.235.853.084         205 Jenis 2.235.853.084         205 Jenis 2.459.438.392         205 Jenis 2.705.382.232            205 Jenis 2.971.094.975            205 Jenis 3.567.726.710            

 Kabag Umum 

4.02.1.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah  jasa surat menyurat 144 Surat 39.880.000               144 Surat 39.880.000               144 Surat 43.868.000               144 Surat 48.254.800                  144 Surat 48.254.800                  144 Surat 60.318.500                  
 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik
4 Jenis 500.973.084            4 Jenis 500.973.084            4 Jenis 551.070.392            4 Jenis 606.177.432                4 Jenis 666.795.175                4 Jenis 800.154.210                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih 

akuntabel dengan 

pelayanan publik yang 

berkualitas

Meningkatnya Dukungan 

Sekretariat DPRD 

Terhadap Kinerja DPRD 

Sesuai Dengan 

Fungsinya

Persentase 

pemenuhan 

dukungan 

Pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2021 - 2026

Target Renstra SKPD

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Data Capaian 

Pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Indikator Kinerja Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 Sekretaris DPRD 

Kerja SKPD 

Penanggung-jawab
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Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Target Renstra SKPD

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Data Capaian 

Pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Indikator Kinerja Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Kerja SKPD 

Penanggung-jawab

4.02.1.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum 

kantor
57 Orang 1.695.000.000         57 Orang 1.695.000.000         57 Orang 1.864.500.000         57 Orang 2.050.950.000            57 Orang 2.256.045.000            57 Orang 2.707.254.000            

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

385 Jenis 2.135.920.251         385 Jenis 1.771.920.251         385 Jenis 2.179.118.923         385 Jenis 2.397.030.815            385 Jenis 2.636.733.897            385 Jenis 3.228.177.090            

 Kabag Umum 

4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

32 Kali 32 Kali 32 Kali 32 Kali 32 Kali 32 Kali

26 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit 26 Unit

104 Kali 104 Kali 104 Kali 104 Kali 104 Kali 104 Kali

4.02.1.2.09.05
Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 224 Jenis 99.987.284               224 Jenis 50.987.284               224 Jenis 99.987.284               224 Jenis 109.986.012                224 Jenis 120.984.614                224 Jenis 145.181.536                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

4.02.1.2.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah pemeliharaan peralatan 

dan mesin lainnya
14 Jenis 209.629.731            14 Jenis 109.629.731            14 Jenis 209.629.731            14 Jenis 230.592.704                14 Jenis 253.651.975                14 Jenis 329.747.567                

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis

2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket

9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis

7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang

4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket

4.02.1.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Jumlah layanan keuangan dan 

kesejahteraan DPRD
50 Orang 32.327.887.000      50 Orang 29.691.518.076      50 Orang 33.439.317.999      50 Orang 39.688.233.032          50 Orang 42.235.835.116          50 Orang 48.287.512.710          

 Kabag Umum 

4.02.1.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Jumlah Pimpinan dan  anggota 

DPRD
50 Orang 31.634.155.000      50 Orang 28.997.786.076      50 Orang 32.676.212.799      50 Orang 38.848.817.312          50 Orang 41.312.477.824          50 Orang 47.179.483.960          

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah pakaian dinas dan atribut 

DPRD
5 Jenis 618.732.000            5 Jenis 618.732.000            5 Jenis 680.605.200            5 Jenis 748.665.720                5 Jenis 823.532.292                5 Jenis 988.238.750                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah layanan medical check up 

DPRD
50 Orang 75.000.000               50 Orang 75.000.000               50 Orang 82.500.000               50 Orang 90.750.000                  50 Orang 99.825.000                  50 Orang 119.790.000                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.16 Layanan Administrasi DPRD
Jumlah layanan administrasi 

DPRD
22 Jenis 357.840.620            22 Jenis 260.840.620            22 Jenis 367.840.620            22 Jenis 404.624.682                22 Jenis 445.087.150                22 Jenis 534.104.580                

 Kabag Umum 

4.02.1.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
Jumlah layanan administrasi 

keanggotaan DPRD
5 Jenis 98.353.000               5 Jenis 50.353.000               5 Jenis 98.353.000               5 Jenis 108.188.300                5 Jenis 119.007.130                5 Jenis 142.808.556                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD
Jumlah kebutuhan administrasi 

Fraksi DPRD
7 Kelompok 159.487.620            7 Kelompok 110.487.620            7 Kelompok 159.487.620            7 Kelompok 175.436.382                7 Kelompok 192.980.020                7 Kelompok 231.576.024                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.1.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Jumlah rapat koordinasi dan 

konsultasi DPRD
10 Rapat 100.000.000            10 Rapat 100.000.000            10 Rapat 110.000.000            10 Rapat 121.000.000                10 Rapat 133.100.000                10 Rapat 159.720.000                

 Kasubag TU dan 

Kepegawaian 

4.02.2
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI DPRD
48.563.562.000      43.146.687.000      45.162.753.000      52.963.835.000          99.406.273.000          66.368.098.000          

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyusunan regulasi DPRD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.02.2.2.01
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan 

DPRD

Jumlah kegiatan pembentukan 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

DPRD

37 Kegiatan 8.313.019.916         37 Kegiatan 7.313.019.916         37 Kegiatan 9.144.321.908         37 Kegiatan 10.058.754.098          37 Kegiatan 37.056.845.066          37 Kegiatan 21.419.888.812          

Kabag Persidangan & 

Perundang-undangan

4.02.2.2.01.01
Penyusunan dan Pembahasan Program 

Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah kegiatan pembahasan 

program pembentukan Perda
8 Kegiatan 14.700.000               8 Kegiatan 14.700.000               8 Kegiatan 16.170.000               8 Kegiatan 17.787.000                  8 Kegiatan 19.987.200.999          8 Kegiatan 3.688.191.432            

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.01.02 Pembahasan Rancangan Perda
Jumlah kegiatan pembahasan 

rancangan Perda
8 Kegiatan 1.355.487.000         8 Kegiatan 1.355.487.000         8 Kegiatan 1.491.035.700         8 Kegiatan 1.640.139.270            8 Kegiatan 2.788.236.759            8 Kegiatan 3.460.208.905            

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Jumlah kegiatan penyelenggaraan 

kajian perundang-undangan
9 Kegiatan 1.772.217.572         9 Kegiatan 1.772.217.572         9 Kegiatan 1.949.439.329         9 Kegiatan 2.144.383.262            9 Kegiatan 3.645.451.546            9 Kegiatan 3.886.821.626            

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.01.04
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan 

dan/atau Naskah Akademik

Jumlah fasilitasi pelaksanaan 

proses penyusunan naskah 

akademik dan Ranperda inisiatif 

DPRD

4 Kegiatan 4.414.914.820         4 Kegiatan 3.414.914.820         4 Kegiatan 4.856.406.302         4 Kegiatan 5.342.046.932            4 Kegiatan 9.081.479.785            4 Kegiatan 8.013.070.398            

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD
Jumlah kegiatan penyusunan tata 

tertib DPRD
8 Kegiatan 755.700.524            8 Kegiatan 755.700.524            8 Kegiatan 831.270.576            8 Kegiatan 914.397.634                8 Kegiatan 1.554.475.978            8 Kegiatan 2.371.596.451            

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

penganggaran DPRD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.02.2.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Jumlah kegiatan pembahasan 

kebijakan anggaran
42 Kegiatan 1.756.024.000         42 Kegiatan 1.756.024.000         42 Kegiatan 1.931.626.400         42 Kegiatan 2.124.789.040            42 Kegiatan 3.612.141.368            42 Kegiatan 2.760.134.872            

Kabag Fasilitasi, 

Kerjasama dan Aspirasi

4.02.2.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS
Jumlah kegiatan penyusunan KUA 

dan PPAS
4 Kegiatan 368.536.000            4 Kegiatan 368.536.000            4 Kegiatan 405.389.600            4 Kegiatan 445.928.560                4 Kegiatan 758.078.552                4 Kegiatan 668.892.840                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.02.02 Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
Jumlah kegiatan penyusunan KUPA 

dan PPAS Perubahan
4 Kegiatan 368.536.000            4 Kegiatan 368.536.000            4 Kegiatan 405.389.600            4 Kegiatan 445.928.560                4 Kegiatan 758.078.552                4 Kegiatan 668.892.840                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.02.03 Pembahasan APBD
Jumlah kegiatan pembahasan 

APBD
10 Kegiatan 136.620.000            10 Kegiatan 136.620.000            10 Kegiatan 150.282.000            10 Kegiatan 165.310.200                10 Kegiatan 281.027.340                10 Kegiatan 247.965.300                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan
Jumlah kegiatan pembahasan 

APBD Perubahan
10 Kegiatan 444.246.000            10 Kegiatan 444.246.000            10 Kegiatan 488.670.600            10 Kegiatan 537.537.660                10 Kegiatan 913.814.022                10 Kegiatan 591.291.426                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester
Jumlah kegiatan pembahasan 

laporan semester
4 Kegiatan 41.800.000               4 Kegiatan 41.800.000               4 Kegiatan 45.980.000               4 Kegiatan 50.578.000                  4 Kegiatan 85.982.600                  4 Kegiatan 55.635.800                  

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah kegiatan pembahasan 

pertanggungjawaban APBD
10 Kegiatan 396.286.000            10 Kegiatan 396.286.000            10 Kegiatan 435.914.600            10 Kegiatan 479.506.060                10 Kegiatan 815.160.302                10 Kegiatan 527.456.666                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan DPRD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sekretaris DPRD

4.02.2.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Jumlah kegiatan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan
285 Kegiatan 1.659.417.000         285 Kegiatan 1.659.417.000         285 Kegiatan 1.825.358.700         285 Kegiatan 2.007.894.570            285 Kegiatan 3.413.420.769            285 Kegiatan 2.208.684.027            

Kabag Fasilitasi, 

Kerjasama dan Aspirasi

4.02.1.2.09.01

4.02.1.2.09.02

4.02.1.2.09.09

4.02.1.2.09.10

1.029.289.241            1.235.147.089            750.652.265            850.652.265            935.717.492                

Sekretaris DPRD

Jumlah pemeliharaan sarana 

prasarana gedung kantor dan 

bangunan lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
850.652.265            

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

634.256.515                507.405.212                461.277.466                419.343.151            381.221.046            381.221.046            

Jumlah pemeliharaan gedung 

kantor dan bangunan lainnya
549.820.491                458.183.743                416.530.675                378.664.250            278.664.250            378.664.250            

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

215.765.675            

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

 Kasubag 

Perlengkapan dan RT 

Jumlah pemeliharaan dan jumlah 

kendaraan dinas operasional

200.765.675            220.842.243            242.926.467                267.219.113                334.023.892                

Jumlah pemeliharaan dan jumlah 

kendaraan dinas 

perorangan/jabatan
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Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Target Renstra SKPD

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Data Capaian 

Pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Indikator Kinerja Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Kerja SKPD 

Penanggung-jawab

4.02.2.2.03.01
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang 

Pemerintahan dan Hukum

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Urusan Pemerintah Bidang 

Pemerintahan dan Hukum

54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 184.932.000            54 Kegiatan 203.425.200                54 Kegiatan 345.822.840                54 Kegiatan 223.767.720                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.02
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang 

Infrastruktur

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Urusan Pemerintah Bidang 

Infrastruktur

54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 184.932.000            54 Kegiatan 203.425.200                54 Kegiatan 345.822.840                54 Kegiatan 223.767.720                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.03
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Urusan Pemerintah Bidang 

Kesejahteraan Rakyat

54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 184.932.000            54 Kegiatan 203.425.200                54 Kegiatan 345.822.840                54 Kegiatan 223.767.720                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.04
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang 

Perekonomian

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Urusan Pemerintah Bidang 

Perekonomian

54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 184.932.000            54 Kegiatan 203.425.200                54 Kegiatan 345.822.840                54 Kegiatan 223.767.720                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.05
Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber 

Daya Alam

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Urusan Pemerintah Bidang Sumber 

Daya Alam

54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 168.120.000            54 Kegiatan 184.932.000            54 Kegiatan 203.425.200                54 Kegiatan 345.822.840                54 Kegiatan 223.767.720                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.06

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan

Jumlah kegiatan Pengawasan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan

5 Kegiatan 346.806.000            5 Kegiatan 346.806.000            5 Kegiatan 381.486.600            5 Kegiatan 419.635.260                5 Kegiatan 713.379.942                5 Kegiatan 461.598.786                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
Jumlah kegiatan Pengawasan 

Penggunaan Anggaran
8 Kegiatan 83.600.000               8 Kegiatan 83.600.000               8 Kegiatan 91.960.000               8 Kegiatan 101.156.000                8 Kegiatan 171.965.200                8 Kegiatan 111.271.600                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.03.08
Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Jumlah kegiatan Pembahasan 

Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah

2 Kegiatan 388.411.000            2 Kegiatan 388.411.000            2 Kegiatan 427.252.100            2 Kegiatan 469.977.310                2 Kegiatan 798.961.427                2 Kegiatan 516.975.041                

Kasubbag Fasilitasi 

Penganggaran & 

Pengawasan

4.02.2.2.05
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat

Jumlah kegiatan penyerapan dan 

penghimpunan aspirasi masyarakat
6 Kegiatan 2.428.248.062         6 Kegiatan 2.428.248.062         6 Kegiatan 2.671.072.868         6 Kegiatan 2.969.240.855            6 Kegiatan 4.453.861.283            6 Kegiatan 3.266.164.941            

Kabag Fasilitasi, 

Kerjasama dan Aspirasi

4.02.2.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Jumlah pelaksanaan kegiatan 

penyusunan Pokok-Pokok Pikiran 

DPRD

3 Kegiatan 888.582.262            3 Kegiatan 888.582.262            3 Kegiatan 977.440.488            3 Kegiatan 1.106.245.237            3 Kegiatan 1.659.367.856            3 Kegiatan 1.216.869.761            

Kasubbag Kerjasama dan 

Aspirasi

4.02.2.2.05.03 Pelaksanaan Reses
Jumlah pelaksanaan kegiatan Reses 

DPRD
3 Kegiatan 1.539.665.800         3 Kegiatan 1.539.665.800         3 Kegiatan 1.693.632.380         3 Kegiatan 1.862.995.618            3 Kegiatan 2.794.493.427            3 Kegiatan 2.049.295.180            

Kasubbag Kerjasama dan 

Aspirasi

4.02.2.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Jumlah kegiatan pelaksanaan dan 

pengawasan kode etik DPRD
16 Kegiatan 25.670.000               16 Kegiatan 25.670.000               16 Kegiatan 28.237.000               16 Kegiatan 31.060.700                  16 Kegiatan 46.591.050                  16 Kegiatan 34.166.770                  

Kabag Persidangan & 

Perundang-undangan

4.02.2.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD

Jumlah rapat kerja Badan 

kehormatan DPRD dan kegiatan 

pengawasan kode etik DPRD

16 Kegiatan 25.670.000               16 Kegiatan 25.670.000               16 Kegiatan 28.237.000               16 Kegiatan 31.060.700                  16 Kegiatan 46.591.050                  16 Kegiatan 34.166.770                  
Kasubbag Kerjasama dan 

Aspirasi

4.02.2.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah

Jumlah fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pembahasan kerjasama 

daerah

2 Kegiatan 143.885.000            2 Kegiatan 143.885.000            2 Kegiatan 158.273.500            2 Kegiatan 174.100.850                2 Kegiatan 261.151.275                2 Kegiatan 191.510.935                

Kabag Fasilitasi, 

Kerjasama dan Aspirasi

4.02.2.2.07.01
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan 

Kerjasama Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan 

fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi 

persetujuan kerjasama daerah

2 Kegiatan 143.885.000            2 Kegiatan 143.885.000            2 Kegiatan 158.273.500            2 Kegiatan 174.100.850                2 Kegiatan 261.151.275                2 Kegiatan 191.510.935                

Kasubbag Kerjasama dan 

Aspirasi

Tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat 

dengan hasil Sangat Baik
Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90

Sekretaris DPRD

4.02.2.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
Jumlah fasilitasi kegiatan 

peningkatan kapasitas DPRD
538 Jenis 21.410.154.760      538 Jenis 17.993.279.498      538 Jenis 16.387.982.636      538 Jenis 21.280.526.900          538 Jenis 28.629.317.331          538 Jenis 20.738.332.858          

Kabag Persidangan & 

Perundang-undangan

4.02.2.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah kegiatan bimtek DPRD 6 Kegiatan 2.943.046.000         6 Kegiatan 2.943.046.000         6 Kegiatan 3.237.350.600         6 Kegiatan 3.561.085.660            6 Kegiatan 6.053.845.622            6 Kegiatan 3.917.194.226            
Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan
15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

Jumlah publikasi advetorial/iklan 

DPRD di media massa
375 Jenis 375 Jenis 375 Jenis 375 Jenis 375 Jenis 375 Jenis

Jumlah produk legeslasi DPRD yang 

dipublikasikan
12 Peraturan 12 Peraturan 12 Peraturan 12 Peraturan 12 Peraturan 12 Peraturan

Jumlah publikasi kegiatan DPRD 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan

Jumlah media cetak untuk 

mempublikasikan kegiatan DPRD
50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis 50 Jenis

Jumlah sistem teknologi informasi 

di Sekretariat DPRD yang 

dikembangkan

2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket

4.02.2.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Jumlah kelompok pakar dan tim 

ahli
4 Kelompok 603.000.000            4 Kelompok 603.000.000            4 Kelompok 663.300.000            4 Kelompok 729.630.000                4 Kelompok 1.240.371.000            4 Kelompok 802.593.000                

Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli Fraksi 7 Orang 264.510.000            7 Orang 264.510.000            7 Orang 290.961.000            7 Orang 320.057.100                7 Orang 544.097.070                7 Orang 352.062.810                
Kasubbag Kajian 

Perundang-undangan

4.02.2.2.04.06

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Jumlah kegiatan kemitraan antara 

DPRD, Sekretariat DPRD dan 

Wartawan, serta fasilitasi 

penanganan pengaduan 

masyarakat (demo)

25 Kegiatan 879.775.630            25 Kegiatan 879.775.630            25 Kegiatan 967.753.193            25 Kegiatan 1.064.528.512            25 Kegiatan 1.809.698.471            25 Kegiatan 1.170.981.364            

Kasubbag Humas, Protokol 

& Publikasi

4.02.2.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
Jumlah kegiatan penyusunan 

program kerja DPRD
37 Rapat 402.795.262            37 Rapat 402.795.262            37 Rapat 443.074.788            37 Rapat 487.382.267                37 Rapat 828.549.854                37 Rapat 536.120.494                

Kasubbag Persidangan dan 

Risalah

4.02.2.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
Jumlah kegiatan fasilitasi tugas 

DPRD
215 Kegiatan 12.827.143.262      215 Kegiatan 11.827.143.524      215 Kegiatan 13.015.879.988      215 Kegiatan 14.317.467.987          215 Kegiatan 21.932.944.858          215 Kegiatan 15.749.214.786          

Kabag Persidangan & 

Perundang-undangan

4.02.2.2.08.01
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 

DPRD

Jumlah fasilitasi kegiatan 

koordinasi dan konsultasi 

pelaksanaan tugas DPRD

134 Kegiatan 10.939.776.000      134 Kegiatan 9.939.776.262         134 Kegiatan 10.939.776.000      134 Kegiatan 12.033.753.600          134 Kegiatan 18.050.630.400          134 Kegiatan 13.237.128.960          

Kasubbag Persidangan dan 

Risalah

4.02.2.2.04.03 12.900.152.606      10.785.543.055      15.117.843.360          18.152.755.314          13.959.380.964          Kasubbag Humas, Protokol 

& Publikasi

Publikasi dan Dokumentasi Dewan 16.317.027.868      

V - 13Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026



Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp. Fisik Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Target Renstra SKPD

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Data Capaian 

Pada Tahun 

Awal 

Perencanaan

Indikator Kinerja Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Kerja SKPD 

Penanggung-jawab

4.02.2.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Jumlah fasilitasi kegiatan 

penyusunan laporan kinerja DPRD
8 Kegiatan 403.935.262            8 Kegiatan 403.935.262            8 Kegiatan 444.328.788            8 Kegiatan 488.761.667                8 Kegiatan 830.894.834                8 Kegiatan 537.637.834                

Kasubbag Persidangan dan 

Risalah

4.02.2.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Jumlah Fasilitasi pelaksanaan tugas 

Badan Musyawarah DPRD
37 Rapat 41.160.000               37 Rapat 41.160.000               37 Rapat 45.276.000               37 Rapat 49.803.600                  37 Rapat 84.666.120                  37 Rapat 54.783.960                  

Kasubbag Persidangan dan 

Risalah

4.02.2.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Jumlah fasilitasi tugas Pimpinan 

DPRD
36 Kegiatan 1.442.272.000         36 Kegiatan 1.442.272.000         36 Kegiatan 1.586.499.200         36 Kegiatan 1.745.149.120            36 Kegiatan 2.966.753.504            36 Kegiatan 1.919.664.032            

Kasubbag Persidangan dan 

Risalah
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD  

6.1  Indikator Kinerja Utama 

Kinerja suatu organisasi dapat digambarkan dengan jelas 

melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu 

kinerja utama organisasi bersangkutan. Salah satu upaya untuk 

memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan 

yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama 

merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik 

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat 

Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 

Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Gresik. 

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah 

Kabupaten Gresik juga melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat 

Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik tahun 2021 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 6.1 

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

NO 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
FORMULASI 

1 Persentase fasilitasi 

pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD 

Jumlah pelaksanaan tugas DPRD yang 

difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tugas 

DPRD berdasarkan Renja DPRD dikali 100% 

 

6.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun  2021 - 2026   

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator 

kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 

2026, maka pembangunan Kabupaten Gresik berangkat dari 

landasan Visi “Mewujudkan Gresik Baru Yang Mandiri, 

Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan 

Akhlakul Karimah” . 

Untuk mewujudkan  Visi Kabupaten Gresik tersebut, 

maka misi pembangunan Kabupaten Gresik  2021 – 2026 

adalah : 

1. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang Bersih,  

Akuntable serta Mewujudkan Kepemimpinan yang  Inovatif 

dan Kolaboratif; 
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2. Membangun Infrastruktur yang Berdaya Saing, 

Memakmurkan Desa dan Menata kota; 

3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Seimbang Antar 

Sektor dan Antar Wilayah; 

4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat 

dan berakhlakul Karimah; dan 

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan 

lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat Gresik. 

Untuk merealisasi Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, 

perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan 

daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program 

pembangunan Kabupaten secara umum serta dalam rangka 

memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi 

dengan program yang telah ditetapkan, yakni : 

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang 

Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean 

Governance; 

2. Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru Yang Berdaya Saing 

dan Berkelanjutan; 

3. Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang 

inklusif; 

4. Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang 

berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah; 

dan 

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor 

ketenagakerjaan. 

Untuk mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi 

tersebut, maka Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah 

Kabupaten Gresik menerapkan sebuah strategi pembangunan 
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yang diberi nama “NAWA KARSA” yaitu 9 (Sembilan) navigasi 

perubahan yang merupakan strategi pembangunan Kabupaten 

Gresik Baru untuk  mendukung realisasi visi dan misi Bupati 

dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi Misi 

Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. 

Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas 

Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, 

Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik 

Lestari : 

6.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 

Sebagaimana RPJMD Tahun 2021 - 2026 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Gresik melaksanakan Misi ke 1 (satu) RPJMD 

yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

akuntable   serta  mewujudkan kepemimpinan yang inovatif 

dan kolaboratif” dengan tujuan RPJMD “Meningkatkan tata 

kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan 

publik yang berkualitas”, dengan sasaran RPJMD 

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih 

akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas”. 

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja SKPD 

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan 

aktualisasi penyelenggaran/pelaksanaan program prioritas yang 

diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik 

melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi 

dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD. 

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja 

SKPD akan dituangkan sebagaimana Tabel dibawah ini 

diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 
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Tabel 6.2 
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 
 

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN 
TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE- 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) 

1. 

Meningkatkan tata 

kelola 

pemerintahan 

yang bersih 

akuntabel dengan 

pelayanan publik 

yang berkualitas 

Mendorong Terciptanya 

Produk Hukum Daerah 

Yang Berkualitas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 6.3 
Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 
 

 
 

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 

 

 

Meningkatnya Dukungan 

Sekretariat DPRD Terhadap 

Kinerja DPRD Sesuai 

Dengan Fungsinya 

Persentase pemenuhan 

dukungan Pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 6.4 
Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 
 

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 

TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE- 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Tercapainya nilai SAKIP 
SKPD dengan predikat 
memuaskan 

85 90 90 95 95 95 

Persentase ketercapaian 
sasaran program SKPD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSI DPRD 

Persentase fasilitasi 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyusunan regulasi 
DPRD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase fasilitasi 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi penganggaran DPRD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Persentase fasilitasi 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi pengawasan DPRD 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tercapainya nilai indeks 
kepuasan masyarakat 
dengan hasil Sangat Baik 

90 90 90 90 90 90 
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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD 

Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026 disusun berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan proses perumusan 

RENSTRA sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dan 

memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi 

dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya 

pencapaian RENSTRA. 

 

7.1 Kaidah Pelaksanaan 

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 

2021 – 2026 merupakan penjabaran secara operasional 

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi SKPD dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah 

kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun  2021 – 2026. 

Selain itu, RENSTRA juga merupakan dasar/acuan untuk 

penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman 

bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  

 

7.2 Kaidah Pembiayaan 

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka 

merealisasikan program dan kegiatan dalam RENSTRA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 berasal 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Gresik. 




